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BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat
usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah
Daerah atau tempat lain yang diizinkan dikenakan
pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur
Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar tidak sesuai lagi
dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pasar Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaur Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor
150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

3. Bupati adalah Bupati Kaur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kaur.

7. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah baik yang
ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat
sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/pedagang sebagai
tempat memperjualbelikan barang dagangan.

8. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang
dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik
Pemerintah Daerah.

9. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko,
Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung,
Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih dan MCK serta
fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah
Daerah Kaur untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan
barang dagangan.

10. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat
umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam
lingkungan pasar.
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11. Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan
tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu
tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat,
boleh perorangan secara pribadi, swasta dan pemerintah.

12. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang disediakan untuk
memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan
suatu pekerjaan atau usaha.

13. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding keliling
berpintu dan dipergunakan untuk berjualan.

14. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya
dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai
tempat berjualan barang atau jasa.

15. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang
diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat
berjualan/berdagang.

16. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk
memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa.

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang,fasilitas,atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

18. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh setiap orang/badan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan
sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.

20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas
pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.

21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

22. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan yayasan, organisasi massa politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainya.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.
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27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

29. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat
yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib
Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

30. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari
suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan
fasilitas Pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah
Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
pemanfaatan fasilitas pasar.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran luas tempat yang
digunakan dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh imbalan atas setiap pemakaian fasilitas dan pelayanan pasar
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.


